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Kekurangan bukan suatu penghalang untuk berkarya  

Penderitaan jiwa mengarahkan keburukan  

Putus asa adalah  sumber kesesatan dan kegelapan hati pangkal penderitaan jiwa
1

                                                           
                     

1
 Nursi Said Bediuzzanan,you are what you think,bright publish,Sleman,2018.hlm.86. 
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RINGKASAN  

 

 

 

Dari waktu ke waktu, seiring dengan pertambahan penduduk, kemajuan 

teknologi dan industri, serta pergeseran budaya, jumlah kebutuhan akan tanah 

terus meningkat. Pergeseran budaya telah merubah corak Indonesia yang dahulu 

negara agraris sekarang mengalami perubahan menjadi negara industri. Pertanian  

yang dulu menjadi sumber mata pencaharian utama sebagian besar rakyat, kini 

pemanfaatannya bergeser sebagai tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan, 

industri dan perdagangan. 

Tanah mempunyai banyak pengertian yang sangat penting sebagai 

kegiatan sehari-hari, baik individu atau sekelompok orang badan hukum ataupun 

suatu pemerintahan. Keberlangsungan hidup manusia memanfaatkan sumber daya 

alam yaitu tanah, dimana pemanfaatan serta penggunaannya diatur oleh Hukum 

Agraria. 

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menyatakan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya 

kemakmuran rakyat. Dalam kaitanya dengan peralihan tanah pertanian ke non 

pertanian  yang salah satunya ingin dijadikan perumahan pemukiman. Pemerintah 

dalam hal ini juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Kabupaten Jember salah satu target 

para pengusaha dan pengembang perumahan dan pemukiman karena Kabupaten 

Jember mempunyai tanah yang cukup luas dan sebagai salah satu kabupaten yang 

maju  di kawasan Jawa Timur nomor 3 setelah Surabaya dan Malang karena 

perkembangan era modern dan di tambah lagi dengan di tunjangnya Jember 

mempunyai Universitas Negeri di eks Karisedanan Besuki  mengakibatkan  

banyak  tanah yang sebelumnya menjadi tanah pertanian dijadikan tanah non 

pertanian di Kabupaten Jember, beberapa titik  yang berubah fungsinya seperti 

kecamatan Sumbersari, Antirogo, Kaliwates ,Pakusari dan Patrang , dengan 

kondisi seperti yang telah diuraikan  maka penulis tertarik  untuk melakukan 

penelitian  yang berjudul Aspek Kepentingan umum Dalam Alih Fungsi Tanah Di 

Kabupaten Jember Berdasar Perda No 1 Tahun 2015  Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035. Ada dua rumusan masalah 

yang dibahas yaitu apa 1. Apa akibat hukum alih fungsi pertanian yang 

berdasarkan kepentingan umum? 2.Bagaimana mekanisme yuridis alih fungsi 

tanah di Kabupaten Jember Berdasarkan Kepentingan Umum ? 

Tipe penelitian ini yuridis normatif yang diteliti hanya bahan Pustaka atau data 

sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer,sekunder  dan tertier. 

 Pelaksanaan Alih fungsi tanah pertanian di Kabupaten Jember dibahas 

oleh penulis  dengan menggunakan pendekatan yuridis  normatif pendekatan 

masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-

undangan (statue approach). 

DalamXUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2012Xdinyatakan bahwa 

pemerintah tidakXbisa lagi sewenang-wenangXmengambil tanah wargaXuntuk 
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proyekXpembangunan. Undang-undangXini merupakan peraturanXpertama yang 

mengatur secaraXdetail tentang masalah pengadaanXtanah untuk Kepentingan 

Umum.XSebelumnya, pengaturan pengadaanXtanah untuk KepentinganXUmum   

hanya didasarkan padaXPasal 6 Undang-Undang Nomor 5XTahun 1960 tentang 

PeraturanXDasar Pokok-pokok Agraria.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum ini juga mengakomodasi 

kepentinganXpembangunan sekaligus melindungiXhak-hak masyarakat akan 

tanah mereka.  

Dengan peraturan baruXini, pemerintah tidak bisa mencabut hak tanah 

warga secaraXsewenang-wenang, namun sebaliknyaXwarga juga tidak bisa 

memikirkanXkepentingan sendiri. Jika tanahXwarga dibutuhkan oleh negara 

untukXKepentingan Umum, wargaXwajib menyerahkannya. TentuXsaja dalam 

prosesnyaXpemerintah tidak bolehXsewenang-wenang. Masyarakat dilibatkan 

dari mulaiXperencanaan, penetapan, hinggaXpembebasan lahan. Bahkan jika 

masih adaXyang keberatan, warga juga bisaXmengajukan gugatan keXPengadilan 

Tata Usaha Negara (PTUN). HakXmengajukan gugatan diaturXdalam pasal 23 

ayat (1) undang-undangXini. Selain itu, wargaXjuga dilibatkan dalam penetapan 

gantiXkerugian.  

 Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah secara teknis alih 

fungsi tanah pertanian dapat dilakukan dengan berbagai macam langkah sesuai 

yang diatur dalam Kepala Badan Pertanahan Nasional yang menerbitkan 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 2  tahun 2011 

Tentang Pedoman Teknis Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam penerbitan izin 

lokasi,penetapan lokasi dan izin penggunaan tanah.  Alih Fungsi Tanah pertanian 

hanya diperuntukan untuk kepentingan umum dimana telah diatur oleh Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pangan lahan Pertanian 

berkelanjutan kecuali  peraturan daerah tersebut telah mengatur alih fungsi tanah 

pertanian sesuai dengan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. 

Dimana Dalam Hal ini adalah Kabupaten Jember, Kabupaten Jember telah 

mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Nomor 1 Tahun 2015 guna mengatur tata 

ruang dan mewujudkan ruang wilayah kabupaten selaras dengan lingkungan hidup 

yang berkelanjutan serta berbasis mitigasi kebencanaan. Kabupaten Jember telah 

sangat menjaga tanah pertanian dengan baik melalui mekanisme yuridis alih 

fungsi tanah melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 43 ayat (1) dan 

peraturan teknis pertimbangan izin lokasi dan Penggunaan tanah serta juga sudah 

sesuai dan para developer juga telah menaati mekanisme peraturan yang berlaku  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Darixwaktuxke waktu,xseiringxdengan pertambahanvpenduduk, kemajuan 

teknologixdan industri,Xsertaypergeseran budaya,ajumlahxkebutuhan akanvtanah 

terus meningkat.SPergeseranzbudaya telahvmerubah corak Indonesia yang dahulu 

negara agraris sekarang mengalami perubahanxmenjadiVnegara industri. 

Pertanian yangxdulu menjadivsumber mataBpencaharian utamaHsebagian besar 

rakyat, Zkiniupemanfaatannya bergeserdsebagai tanahdyang diperuntukkanmbagi 

pembangunan,S industrivdan perdagangan. 

Tanah mempunyai banyak pengertian yang sangat penting sebagai kegiatan 

sehari-hari, baik individu atau sekelompok orang badan hukum ataupun suatu 

pemerintahan. Keberlangsungan hidup manusia memanfaatkan sumber daya alam 

yaitu tanah,xdimana pemanfaatan serta penggunaannya diatur oleh Hukum 

Agraria.
1
 

Berkembangnya sektor industrix, jasax, dan propertixpada era pertumbuhan 

ekonomi seperti saat ini memberikanxtekanan padaxsektor pertanian, Sterutama 

tanah sawah.xKonflik penggunaanvdan pemanfaatanxtanah bersifatgdilematis 

mengingat peluangxperluasan arealvpertanian sudahHsangat terbatas, Vsementara 

tuntutanvterhadap kebutuhanztanah untukvperkembangan sektorzindustri, xjasa, 

dancproperti semakinvmeningkat.  

Denganmdemikian perubahanXpenggunaan tanahVsejalan dengan 

pertumbuhanVekonomi regionalutidak mungkinzdapat dihindarkan.Bila 

keadaanvdilematis ini tidakxsegera diatasivdengan pengembanganvkebijakan 

pertanahan 

                                                 
1
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Universitas Trisakti, Jakarta. hlm 4  
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makavkelangsungan sistemzpertanian sulitvdipertahankan,xmengingat 

selamavtiga dekadezterakhir belumvada sesuatu terobosanzteknologi dan 

kelembagaanzyang mampu mengkompensasivpenurunan produksi pertanian 

akibatzberkurangnya tanah-tanah pertanianz(khususnya sawah beririgasi teknis) 

yang dirubah untuk penggunaan lain, terutama yang terjadi pada daerah perkotaan 

di Kabupaten Jember seperti pada Kecamatan Sumbersari, Kecamatan Antirogo, 

Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Pakusari dan Kecamatan Patrang. 

Konflikzkepentingan yangzcukup dilematiszdihadapi pemerintahxdalam 

kaitannyaxdengan alihzfungsi tanah pertanian. Dizsatu pihak, pemerintahxdaerah 

berkewajibanzuntukqmempercepatelajuqpertumbuhanzekonomizmelalui sektor - 

sektor industri, jasa,cdanzproperti,pnamun dielainqpihak, pemerintahxzjuga harus 

memberikan perhatian terhadap upaya mempertahankan/ menjagaqkeberadaan 

lahanqpertanianquntukqkelestarian produksi pertanianx dalam menjaga ketahanan 

panganXnasional. TanpaXadanyaXupayaCmengatasiXdilemaqtersebutqmelalui 

peraturan/kebijakanpertanahan,qsangatxkecilkemungkinanzbagizsistemusahaxtani

yang berkelanjutan seperti ditunjukkan oleh konversi tanah sawah pada tiga 

dekade terakhir. Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, pemerintah telah mengusulkan beberapa alternatif kebijakan untuk 

membatasi atau mencegah terjadinya alih fungsi lahan-tanah subur menjadi lahan-

tanah non pertanian seperti kebijakanxtanahxyangzmempertimbangkan aspek 

alokasizpenggunaanXlahan.Tanahqmerupakanzbagianxpentingzdarizusahaquntuk

meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan tujuan nasional  

yang memiliki nilai strategis. Tanah sebagai faktor produksi utama perekonomian 

bangsa dan negara2. Pasal 33zAyat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 19451 menyatakan bahwa bumi,qair danokekayaan alamqyang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya 

untuk kemakmuran rakyat. 

Rumusan Pasal 1x ayatq1 Undang-undang No 5 Tahun5 21960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrariax( yang selanjutnya disebut Undang-

undang Pokok Agraria atau UUPAz)pmenyatakan bahwa seluruhqwilayah 

                                                 
2
 Samun Ismaya, 2011, Pengantar Hukum Agraria, Yogyakarta, Graha Ilmu.87. 
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Indonesiaqadalahqkesatuan tanah airqdari seluruh rakyat Indonesiaqyang bersatu 

sebagai bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa tanahqdiseluruhqwilayah 

Indonesiapadalah hak bersama dari bangsa Indonesiaz(beraspek Perdata)pdan 

bersifat abadizyaitu seperti hak ulayat pada masyarakat Hukum2Adat.3
 XApabila 

unsur perdataqsifatnyaxabadixdanqtidak memerlukanxcampurxtanganqkekuasaan 

politik untuk melaksanakannya,qtugas kewajiban yang termasuk hukum publik 

tidak mungkin dilaksanakan sendiri olehwrakyat.aOleh karena itu 

penyelengaraannya dilakukan oleh bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan 

pemegang amanatxyangepadawtingkatan tertinggiediserahkan kepada negara 

Republik Indonesia sebagai organisasiqkekuasaan seluruh rakyat. Aspek publik 

ini tercermin dari adanya kewenangan negara untuk mengatur tanah diseluruh 

wilayah Republik Indonesia.qTugas kewenangan ini dilaksanakan oleh 

negaraxberdasarkan hak menguasai tanah yang dirumuskan dalam Pasal 2 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang merupakan tafsiran autentik dari 

pengertian dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4
. 

Berkaitan denganwkegiatanqperubahanxpenggunaanxtanahqpertanianqke 

tanah non pertanianxtelahqdiatur dalam berbagai peraturanqperundang-undangan 

yang terkait sebagai dasar pengaturannya ditentukan dalam Pasal 2qUU No 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyatakan bahwa : 

             1.  AtasqdasarqketentuanqdalamqPasal 33dayat (3) Undang-Undang  Dasar 

1945 dan hal-hal1sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan 

ruang0angkasa,1dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan 

seluruh rakyat. 

      2.  Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1)upasal ini memberi  

wewenang untuk : 

a) mengatur1danqmenyelenggarakanqperuntukkan,bpenggunaan,  

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 

tersebut. 

b) menentukanudanwmengaturqhubungan-hubunganwhukum 

antara orang-orang bumi,sair dan ruangdangkasa. 

                                                 
            

3
 Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2009, Kewenangan Pemerintah di 

Bidang  Pertanahan, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 20. 

           
4
 Ibid.Hlm.21. 
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                  3. Wewenangqyangxbersumberrpadaahakqmenguasaiadarianegaraqtersebut 

pada ayat (2)x pasal ini digunakan  xuntuk q  mencapaiXsebesar – besar 

untuk kemakmuranq rakyata dalamzartiqkebangsaan,qkesejahteraan ,  

kemerdekaan dalam   masyarakatqdanqnegara  hukumqIndonesia yang  

merdeka,qberdaulat adilqdanqmakmur. 

     4.Hakq menguasaip dari negarawtersebutsdiatasqpelaksanaannyaidapat 

dikuasakan kepada daerah-daerah swastazdan masyarakatq-

masyarakatq hukum adat,qsekedar diperlukan dan tidak bertentangan 

denganXkepentinganCnasional,qmenurutqketentuanNketentuanqpemeri 

         ntah. 

   

Negara Republik Indonesia dalamqhal ini pemerintah telah mengeluarkan 

Undang-Undang No 1q Tahun 2011q tentang PerumahanqdanqKawasan 

Pemukiman. Undang-Undangq ini dibentuk dengan tujuan pemerintah 

memandang perlu untuk berperanqdalamqmenyediakanzdanxmemberikan 

kemudahanzbantuaniperumahan sertaqkawasan pemukimandbagi masyarakat, 

sehingga merupakan satu kesatuanqfungsional dalamqwujudatata ruang 

fisik,eekonomixdanzsosialxbudaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan 

hidupzyang sejalanqdengandsemangat demokrasi, otonomi daerah dan 

keterbukaan tatananzkehidupan bermasyarakati. 

Dalam kaitannya dengan peralihan tanah pertanianxke non pertanian yang 

salah satunya ingin dijadikan perumahan dan pemukiman, Zpemerintah dalam hal 

ini juga mengeluarkan Undang-Undang No 41qTahun 2009qtentang Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan ini ada dalam Pasal 3zUU No 41 Tahun 2009z 

yaitu : 

”melindungi kawasan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan,   

menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, 

mewujudkan     kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, 

melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, 

meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan 

masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, 

meningkatkan penyediaan lapangan kerja, mempertahankan 

keseimbangan ekologi dan mewujudkan revitalisasi pertanian.” 

 

Permasalahan tanah ini semakin kompleks di lapangan karena arah 

kebijakan nasionalxdalamzhalzpengendalian alihzfungsiztanah pertanianzsering 

bertabrakanzdenganqkebijakanqpemerintahbdaerahzyang lebih memprioritaskan 

kepentingan lokalzdan kebijakanzdaerah.qWalaupunzpenerapanakebijakan 
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pengendalian alih fungsi tanah masihxdipandangzcukup efektif dalam membatasi 

penggunaanztanahzsawahabagizkegiatan non pertanian (sepertiqmekanisme 

perijinanxlokasi danzpenerapanzRencanazTatazRuang zWilayah), namun ternyata 

masih banyak perilaku “spekulan tanah” yangztidakzterjangkau oleh penerapan 

kebijakanztersebut.  

Banyakxdijumpai kasus-kasuszdimana parazpemilik tanahzpertanian secara 

sengajavmengubah fungsiztanah agarzlebih mudahzuntuk diperjualbelikanvtanpa 

melalui mekanismezperijinan Xatau pelanggaran RencanazTata RuangzWilayah 

yang ada.zKebijakan alih fungsi inizbertentangan denganzKeputusan Presiden 

Nomor 53zTahun 1989 tentangzLarangan Alih FungsizTanah Pertanianzmenjadi 

Industri atauvPerumahan. Hal inizjuga bertentangan denganzSurat Keputusan 

MenterizNegara/Bappenas Nomorv5417/MK/10/1994.
5
 

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jember mengatakan luas lahan/tanah 

pertanian di Kabupaten Jember Jawa Timur semakin hari semakin berkurang  

karena adanya peralihan alih fungsi lahan/tanah dan banyak areal sawah  yang 

dijadikan pemukiman baru cacatan kami menyebutkan lahan/tanah pertanian 

berkurang rata-rata 100 hektar. Menurut data  Kantor Pertanahan Jember sejak 

tahun 2015 dan berdasarkan PeraturanzDaerah KabupatenvJember Nov1 tahun 

2015ztentang RencanavTata RuangzWilayah KabupatenvJember Tahunz2015-

2035  perlu adanya sebuah payung hukum untuk menekan penyusutan lahan/tanah 

di Kabupaten  Jember. Untuk pihaknya menyiapkan seluas 101.603 hektare yang 

akan dijadikan lahan/tanah pertanian abadi atau lahan/tanah pertanian 

berkelanjutan untuk meningkatkan produksi pangan. Luasan tersebut terbagi 

menjadi lahan/tanah untuk tegal dengan luas 81.081 hektare dan lahan/tanah untuk 

sawah dengan luas 20.552 hektare. Namun jumlah lahan terus menyusut dari 

tahun ke tahun, katanya.
6
 

 

                                                 
                         

5
 Bambang S. Widjanarko, Moshedayan Pakpahan, Bambang Rahardjono, dan 

Putu Suweken. "Aspek Pertanahan Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian 

(Sawah)". Makalah Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah. 2001. Hlm 20   

                           
6
Ani Nursalikah. "Luas Lahan Pertanian di Jember Makin Berkurang".   

Diaksesdarihttps://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/04/08/o5ayg7366-luas 

lahan-pertanian-di-jember-makin-berkurang, pada tanggal 8 April 2016 pukul 13:38 WIB 
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Berdasarkan  uraian di atas , smenarik untuk diteliti dalam skripsi dengan 

judul ”ASPEK KEPENTINGAN UMUM DALAM ALIH FUNGSI TANAH  

PERTANIAN  BERDASAR PERATURAN DAERAH NOMOR 1 

KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015  TENTANG RENCANA TATA 

RUANG WILAYAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015-2035” 

 

1.2 RumusanzMasalah 

Berdasarkanzuraian latarvbelakang di ataszmaka dapat dirumuskan 

beberapavpermasalahan  pokok sebagaizberikut :  

1. Apa akibat hukumzalih fungsi tanah pertanian  dilihat dari aspek kepentingan  

umum ? 

2. Bagaimana mekanisme yuridis alih fungsi tanah pertanian yang beraspek 

kepentingan umum di Kabupaten Jember ? 

 

1.3 TujuanzPenelitian  

      Tujuanzyang hendak kita capai dalamzpenulisan skripsizini berupa tujuan    

umum dan tujuan khusus: 

      Tujuan umum dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut : 

a. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan 

akademiszguna mencapaizgelar SarjanazHukum pada FakultasvHukum 

UniversitasvJember. 

b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuanzhukum yang telahzdiperoleh selama 

perkuliahanzyang berifat teoritiszdengan realita yang ada di masyarakat. 

c. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi 

masyarakat pada umumnya dan mahasiswa FakultaszHukum 

UniversitaszJember. 

Tujuanzkhusus dari penulisan skripsizini adalah : 

a. Untukzmengetahui akibat hukum mengenaizalih fungsi tanahzpertanian di 

Kabupaten Jember. 

b. Untuk mengetahui mekanisme yuridis alih fungsiztanah pertanianzyang 

dilakukanzoleh  Pemerintah Kabupaten Jember. 
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1.4    Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian hendaknya memilikixmanfaat kepada lingkungan sekitar 

objek dan bahasan penelitiannya.  Manfaat penelitian adalah: 

1. Sebagai referensi bagi penulis lain terutama yang memiliki objek yang sama, 

serta pihak-pihak yang terkait dengan bidang ini. 

2. Sebagai bahan masukan para pengambil kebijakan khususnya mengenai alih 

fungsi tanah yang berada dixKabupatenxJember.  

 

1.5    Metode Penelitian  

Metodexpenelitianxmerupakan faktor yang penting  untukxpenulisan yang 

berifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga karya ilmiah tersebut dapat 

mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Metedologi merupakanxcara 

kerjazbagaimanazmenemukaneatauqmemperoleh hasil yang konkrit dan juga 

metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Metode yang 

digunakan berupa: pendekatanqmasalah,zsumber bahan hukum,zpengumpulan 

bahan hukum, dan analisaobahanqhukum.  

 

1.5.1  Tipe Penelitian 

Penelitianeyangzdigunakan dalamqskripsixini adalah bersifatqyuridis 

normatifi(legal research) artinyaxpermasalahanqdiangkat,cdibahas danqdiuraikan 

dalam penelitian inizdifokuskanzdenganxmenerapkanzkaidah-kaidahxatau norma-

normazdalamqhukumqpositif,zmaksudnyaqpenelitian1iniadikajiqberdasarkan 

Peraturan perundang undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan 

yangaeada.7 

 

 

 

                                                 
7 Peter Mahmud Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadia Group, 

2005 , hlm 181  
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1.5.2  Pendekatan Masalah  

Pendekatanqmasalahqyang digunakanqdalamapenulisanqskripsiqiniqadalah 

pendekatanxPerundang-undangan (statue approach). Pendekatanqiniqdilakukan 

dengan cara menalaah semua Undang - undang dan regulasi yang bersangkut 

pautqdengan isu hukumqyangqsedang ditangani.wBagi penelitian untuk kegiatan 

praktis,qpendekatanqUndang – undang iniqmembukaqkesempatanzbagi penulis  

untukqmempelajariqadakah konsitensi dan kesesuaianqantara Undang  

undangqyang satu denganzyang lainya,zatau antara Undang - undangxdengan 

Undang Undang Dasar atauqregulasi denganwUndang - undang. Hasilxdari 

telahatersebut dapat digunakan sebagai argumenzuntukamemecahkan hukum 

yangqdihadapi.8 

 

1.5.3 Sumber Bahan Hukum  

Sumber - sumberqpenelitianqhukumqdalamqpenulisanqinizdapatqdibedakan 

menjadi sumberzhukumqprimerqdanzsumberqhukumqsekunder. 

Disamping sumberqpenelitianayangqberupazbahan-bahanqhukum, peneliti 

hukum juga dapat menggunakanxbahan nonqhukum apabila dipandang perluqbaik 

berupaqbahan hukumqprimer, bahanxhukum sekunderxdan bahanznon hukum. 

 

 1.5.3.1   Bahan Hukum Primer 

Bahanzhukum primerqmerupakan bahanqhukum yangzbersifat autorotif 

artinyaqmempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum  primer terdiri atas perundang-

undangan danqputusan-putusan hakim.qBahan hukumqprimer iniqyang 

digunakanqoleh penulisqdalam skripsiqini terdiri atas : 

a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.a 

b. Undang-Undang  Nomor 52 Tahun 19601 Tentang Ketentuan Dasar Pokok 

Pokok Agraria. 

c. Undang-Undang Nomor 411Tahun 20091Tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Berkelanjutan. 

                                                 
               

8
 Ibid, hlm.133. 
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d. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman 

e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan tanah Untuk 

Kepentingan umum  

f. Undang -Undang Nomor 26xTahun 20071Tentang PenataanzRuang. 

g. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiazNomor 161Tahun 20043  Tentang 

PenatagunaanzTanah. 

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 153 tahun 2010aTentang  

PenyelengaraanzPenataanzRuang. 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih fungsi 

lahan Pertanian Berkelanjutan  

j. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

81/Permentan/ot.1401/8/220132TentangxPedomanqTeknisbTatacaraaAlih 

FungsizLahanzPertanianzPanganZBerkelanjutan. 

k. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2x 

Tahun 2011zTentangzPedomanxPertimbangan6TekniszPertanahanqdalam 

Penerbitan Ijin Lokasi,qPenetapan LokasiqdanqIjinzPerubahanzPenggunaan 

Tanahx. 

l. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomorz1xTahuna2015zTentang    

RencanazTatazRuangcWilayahxKabupatenqJemberzTahun12015 – 2035. 

 

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder 

    Bahan hukumxsekunderxberupaxsemuaxpublikasiztentang hukumzyang 

bukanzmerupakanzdokumen-dokumen resmi.zPublikasiztentangqhukum meliputi 

buku-buku teks,zkamus-kamus hukum,xjurnal-jurnalxhukumqdanqkomentarratau 

putusan pengadilan.zYangxdigunakanxdalamcpenulisanqskripsizini meliputi buku 

buku teks1(literatur) jurnal jurnal hukum,qmedia cetak,xmaupun mediax 

elektronik (internet). 
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 1.5.3.3 Sumber Bahan Non Hukum  

Bahanznon hukumqyang digunakanxdalam penulisansskripsi inipadalah 

berupaqbuku tentang pedoman karyasilmiah danzbahan-bahan lainnyazyang 

diperoleh darixkamus danzmakalah selamaxmasih relevanxterhadap kajian 

ilmiahzyang akanzdilakukan.  

 

1.5.4 Analisa Bahan Hukum 

     Menurut Peter Mahmudp Marzuki
9
 melakukan analisis bahan hukum yamg 

merupakan suatu cara  untuk menemukan suatu jawaban atas permasalahan yang 

diangkat. Langkah–langkah Cyang harus dilakukan sebelum melakukan analisa 

terhadap bahan hukum yaitu:  

           1.Mengidentifikasi fakta hukum yang mengeliminir hal-hal yang tidakX     

relevanzuntukzmenetapkanzisuzhukumqyangzhendakzdipecahkan. 

             2.Pengumpulan bahan bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai          

relevansi dengan penulisan skripsi ini  

 3.Melakukanatelahzatasqisuzhukumqyangxdiajukanzberdasarkanqbahan- 

bahan yangqtelahqdikumpulkanz 

     Memberikan preskripsiqberdasarkan argumentasixyang telah5dibangun 

dalam kesimpulan. Selanjutnyazbahan-bahan hukumzyang telahzterkumpul 

disusun secara sistematiszdan terarahqdengan menggunakanpmetode 

deduktifxyaitu berpangkalxdari prinsipqyang umum xmenuju  prinsip khusus. 

 

                                                 
9
  Ibid, hlm. 132 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Hak Atas Tanah  

Definisi hakxatas tanahxadalah hak yangzmemberi wawenangwkepada 

seseorang untukzmempergunakan Satauzmengambil manfaatqatas tanah tersebut. 

Hakwatas tanah zberbedaqpengertian denganzhak penggunaanxtanahxciri khas 

dari hakzatas tanah adalahaseseorang yangzmempunyaizhak atas tanah1 

berwenangzuntuk mempergunakanzatauqmengambilqmanfaatzatas tanah yang 

menjadizhaknya.qPerkataan menggunakanxmengandung pengertianqbahwa hak 

atas tanahqitu digunakanzuntuk kepentinganzbangunanz(non pertanian). 

Perkataanxmengambil manfaatqmengandung pengertianzbahwa hak katas tanah 

itu digunakanpuntuk kepentinganzpertanian,zperikanan peternakanzdan 

perkebunan. 

Dasarqhukum pemberianqhak atas tanahqkepada perseoranganzatau badan 

hukumzdimuat dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu : 

“atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam  

Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, 

yang disebut tanah, yang dapat diberikan  kepada dan dipunyai oleh 

orang - orang, baik sendiri  maupun  bersama – sama  dengan  orang  

lain serta  badan - badan hukum” 

         

         Denganzdemikianomakazyangqdipunyaicdenganqhakzatasztanah adalah 

tanahnyaxdalamzarti sebagianxtertentu dari permukaanzbumi.zTetapi wewenang 

menggunakan yangzbersumberx padazhak tersebutzdiperluaszhingga meliputi 

penggunaanxsebagian tubuhcbumi yangqada dibawahxtanah,bair serta yangqada 

diatasnya.zTubuh bumi,zair serta yang adaqdiatasnya bukanlah milik dari 

pemegangzhak atas tanah yangxbersangkutan dan itu ada batasannyayseperti 

yangzdinyatakan dalam Pasal 4zayat (2) dengan penjelasanxsekedar diperlukan 

untuk kepentingan yangzlangsung berhubungan denganzpenggunaan tanah itu, 

dalampbatas-batas menurutpUUPA dan peraturan-peraturanqyang lebih tinggi.x 

                                                 
1
   Sri Sayekti, Hukum Agraria Nasional, Bandar Lampung: Universitas Bandar 

Lampung, hlm 56  
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2.1.1 Pengertian Hak Atas Tanah 

       Pengertian hak atas tanahx yang dirumuskan dalam Pasal 4 zayat (1) dan ayat 

(2) adalah zhak yang dapatqdiberikan kepadazdan dipunyaizoleh orang-orang, 

baik sendiriqmaupun bersama-sama dengan orang-orangzlain serta badan-badan 

hukum untukqmempergunakan tanahzyang bersangkutan, demikianqjuga dengan 

tubuh bumizair serta ruang yangqada diatasnya,Xsekedarqdiperlukan untuk 

kepentingan yang langsungzberhubungan denganzpenggunan tanah ituqdalam 

batas-batas menurutqUndang-Undang ini danzPeraturan–peraturan hukum yang 

lain yangqterdapat macam-macamqhak pengusaan atas tanahzyang dapatqdisusun 

dalam hirakiqsebagai berikut: 

1.  Hak bangsa Indonesiaqdiatur dalam Pasal 1q 

2.  Hak menguasaiqdari negara diatur dalam Pasal 2 

3.vHak ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut   kenyataan 

masih ada diatur dalam Pasal 3  

4.  Hak- hak individu atau hak –hak perorangan yang terdiri dari: 

a) Hak primer yaituzhak atas tanahzyang diatur dalamqPasal 16 

ayat (1)qterdiri dari : hakqmilik,zhak gunaqusaha,hak 

bangunan,zhak pakai, hakqsewa, hak membukattanah, hak 

memungut hasilqhutan, qhak- hak lain yangztidak termasuk 

dalam hak-hakztersebut diatasbakan ditetapkanzdengan 

undang-undangqserta hak-hak  yang sifatnyazsementara 

sebagai yang disebutkanxdalam Pasal 53.  

b) Hak sekunderq(hak-hak yang bersifat sementara)wyang diatur 

dalam Pasal 53wyang terdiri: hak gadai,qhak usaha bagi hasil, 

hakzmenumpang, hak sewaqtanah pertanian. 

5. Hak-hak ataszair danqruang angkasa yang dimaksud dalamzPasal 4 ayat (3)  

danqdiatur lebih lanjutzdalam Pasal 16  ayat (2) yaitu : qhak guna air, 

hakqpemeliharaan dan penangkapanrikan, hakpguna ruang angkasa.qHak 

wakaf yangqdiatur dalam Pasal 4 yang diaturqlebih denganzPeraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977ztentangqPerwakafanxTanah Milik  
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6. Hak tanggungan diaturzdalam Pasal 23,33,zPasal 39, Pasal 51 dan diatur lebih 

lanjut dalamzUndang-Undang nomor 4 Tahun 1996ztentang Hak 

TanggunganqatasqTanah.x 

 

2.1.2. Macam-Macam Hak Atas Tanah  

Macam hak atas tanah ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan 

bahwa :  

1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah : 

a) Hak Milikq  

b) Hak Pakaiz 

c) Hak Guna Usahaz  

d) Hak Guna Bangunanz 

e) Hak Sewax  

f) Hak Membuka Tanahz  

g) Hak Memungut Hasil Tanahz  

h) Hak-Hak lainqyang tidak termasukqdalam hak-hakq tersebut diatas 

yang ditetapkan oleh Undang-Undang  serta hak-hak lainya yang 

sifatqsementara sebagimanaqdisebutkan dalam Pasalq53 UUPA” 

2) Hak hak atas qair dan ruangqangkasa sebagaizyang dimaksudqdalam  

dalamzPasal 4 ayatq(3) adalah:  

a) Hak guna airq 

b) Hak Pemeliharaan dan penangkapanz  

c) Hak guna ruang angkasaq 

 

         Macam-macam  hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA 

dan dikelompokkan menjadi : 

1. Hak atas tanahqyang bersifat tetap yaitux hak-hak atasqtanah ini 

akan tetapzada dalamqUUPA selamapUUPA masihzberlaku 

atauzbelum dicabut danzdigantikan oleh Undang-Undangzyang 

baru.qHak-hak yang bersifatztetap ini antaraqlain hak milik,zhak 

guna usaha, hak gunapbangunan, hak pakai,zhak sewa untuk 

bangunan,qhak membuka tanah dan hakqmemungut hasilxhutan. 

2. Hak atasztanah yang ditetapkanpoleh Undang-Undangzyaitu hak 

atas tanahzyangqakan lahirzkemudian,qyang akan 

ditetapkanxdengan Undang-Undang.zDengan dinyatakannya 

bahwapakan adaxhak-hak atasztanah yang lainqselain bersifat 

tetapzdalam Pasal 16 ayatq(1) UUPA.qBerarti sistem hak 

kebendaanzdalam UUPAqbersifat terbuka, kebalikanqsystem 

hakqkebendaan yangzdiatur dalamqBurgerlijk Wetboek yang 

bersifatZtertutup. Hak-hak atasztanah yangqditentukan kemudian 

misalnyaqhak pengelolaan. 
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3.vHak atasqtanah yang bersifatzsementara diaturqdalam Pasal153 

UUPA,xhak-hakqinindalammwaktuzsingkat akan dihapus karena 

mengandung sifat  pemerasan,qfeodal  dan bertentanganz dengan 

jiwaqUUPA.  Hak-hak ini antaraqlain hak gadaiq(gadai tanah 

dalam hukum adat),qhak usaha bagi hasil,qhak menumpang dan 

hak sewa qtanah pertanian. 

 

2.1.3. Pengertian Tanahz 

       Menurut Kamus BahasaqIndonesiav1994 tanahzadalah2: 

1) Permukaan Bumi atau lapisan yangqdiatas sekaliq 

2) Keadaan suatu tempatq 

3) Permukaan Bumi yang diberi batasz  

  4) Bahan-bahan dari bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, batu     

dan sebagainya)z  

 

Sebutan tanahqdalam bahasaqkita dapatzkita pakai dalamzberbagai makna 

dalam penggunaan diberiqbatasan,Xagarzdiketahui dalam arti apazistilah tersebut 

digunakan.zTanah  adalahqpermukaan bumi yangzdalam Zpenggunaanya meliputi 

jugazsebagian tubuhqbumi yang ada dibawah dan sebagian besarqdari ruang yang 

ada diatasnya, dengan pembatasanxdalam Pasal 4 Undang-UndangzPokok Agraria 

yaitu: sekedarzdiperlukan untukzkepentingan yangxberlangsung berhubungan 

denganxpenggunaan tanahayang bersangkutan,zdalam batas –batas menurut 

UUPA dan peraturan-peraturan lainzyang lebih tinggi.qSedalam berapa tubuh 

bumizdan setinggi berapazruang yangxbersangkutan bolehxdigunakan oleh tujuan 

penggunaannya,qdalam batas kewajaranqperhitungan teknis kemampuanqtubuh 

buminyaqsendiri,zkemampuan pemegangzhaknya serta kententuan peraturan 

perundang-undanganzyang berlaku.3 

Sebutan tanah dalam bahasax kita dapat dibagi Sdalam berbagai arti apa 

istilah tersebut digunakan. Dalam hukum tanah kata sebutan “tanah “dipakai 

dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah sdiberi batasan resmi oleh 

Undang Undang Pokok Agraria dalam Pasal  4 Ayat (1) : 

 “Atas dasar hak  menguasai dari Negara sebagaimana yang dimaksud   

dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan 

                                                 
2 Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia( Sejarah Pembentukan Undang-

Undang Pokok Agraria), Isi dan Pelaksanaanya, Djambatan, Jakarta, hlm 19  
3 Boedi Harsono,  Hukum Agraria Indonesia,  Jakarta: Djambatan,  2008,  hlm 18  
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bumi,yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai 

oleh orang-orang baik,sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan 

orang lain serta badan hukum.” 

 

Dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi,Xyangxterbatas 

berdimensi duaqdengan ukuran panjangqdan lebar. Maknazpermukaan bumi 

sebagai bagianqdari tanah yang dapatzdihaki oleh setiap orang atauzbadan hukum. 

Oleh karena itu,qhak-hak yang ditimbulkanzdiatas hak atas permukaanzbumi (hak 

atas tanah)qtermasuk didalamnyazbangunan atau benda-benda yang terdapat 

diatasnyaqmerupakan suatu persoalanxhukum. Persoalan hukumzyang dimaksud 

adalah persoalanqyang berkaitan denganqdianutnya asas-asas yangqberkaitan 

denganqhubungan antara tanah danqbangunan yang terdapat diatasnya. Dalam 

hukum,qtanah negara dipergunakanzapa yang disebut asas accessieqatau asas 

perlekatan.qMakna dari asas perlekatan,zyakni bahwa bangunan-bangunan dan 

benda-benda atauqtanaman yang terdapatzdiatasnya merupakanqsuatu kesatuan 

dengan tanah sertaqmerupakan bagian dariqtanah yang bersangkutan.4 

 

2.2.  Tanah Pertanian dan Non Pertanian 

Sebagai besar tanahzdi Indonesiazmerupakan tanah pertanian,qakan tetapi 

mengenai pengertianqtanah pertanian Undang-Undangqtidak memberikan 

batasannyaqmengenai tanah pertanian. Pengertian tanahqpertanian ini dapat 

diketemukan di dalam Instruksi bersama MenteriqDalam Negeri dan Otonomi 

Daerah denganqMenteriqAgraria Nomor 9/1/12 tertanggal 5 Januari 1960. 

Tanah pertanian adalah semuaqtanah perkebunan,qtambak untuk perikanan, 

tanah tempat penggembalaan ternak,qtanah belukar bekas ladang dan hutan yang 

menjadi tempat mata pencarian bagi yang menjadi hak orang,qselainnya tanah 

untuk perumahan dan perusahaan.qBila atas sebidang luas berdiri rumah tempat 

tinggal seseorang, maka pendapat setempat itulah yang menentukan, berapa luas 

bagian yang dianggap halamanqrumah dan berapa yangqmerupakan tanah 

pertanian 

 

                                                 
4
 Supriadi,2008, Hukum Agraria,Sinar grafika,Jakarta,Hlm.3. 
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Berdasarkan instruksi bersama tersebut dapat kita ketahui bahwa tanah 

pertanian tidak saja mencakup tanah sawah,Xmelainkan juga meliputi perkebunan 

ladang,Ptambak, hutan dan sampai tanah yang dipakai sebagai tempat 

penggembalaan.  

Menurut UU No 41 tahun 2009zTentang Perlindungan lahanqpertanian 

berkelanjutan Pasal 1qayat (2)qyang digunakan untuk usahaqpertanian. 

Berdasarkan pengertianqtersebut lahan pertanianqadalah tanah yangzdiatasnya 

adalah untukqkegiatan usaha atauqmata pencarian dibidang pertanian.  

Penggunaan tanah selain yang disebutkan dalam instruksiqbersama Menteri  

Dalam Negeriqdan Otonomi Daerahqdengan Menteri AgrariaqNomor 9/1/12 

Januari Tahun 1961qdapat digolongkan ke dalam tanah non pertanian .  

Pengertian tanahqperkotaan adalah tanahqyang berada dalam wilayah yang 

batasanya ditentukanxberdasarkan lingkupxpengamatanXfungsiztertentuzyang 

merupakanzkumpulanZpusat-pusatqpemukiman yangqberperan dalamqsatuan 

wilayah pengembanganzdan atau wilayahqnasional. 

 

2.3.   Alih Fungsi Tanah Pertanian 

Alih Fungsi tanah menurut Adi Sasono dalam bukunya Ali Sofyan Husein
5
 

Dikatakan bahwaZalih fungsi tanahqmerupakanXkegiatanqperubahan penggunaan 

tanah dariqsuatu kegiatan yangqmenjadi kegiatanqlainnya. 

Berkaitan dengan alih fungsi tanah selanjutnya Adi Sasono juga 

mengemukakan 
6
: 

   “Alih fungsi tanah muncul sebagaizakibat pembangunanxdan 

peningkatan kebutuhanztanah untukxkegiatan pembangunanxtelah 

merubahxstrukturxpemilikan dan penggunaanxsecaraqterus 

menerus. Perkembanganzstruktur industri yangxcukup pesat 

berakibat terkonvensinyaxtanah pertanian secara besarxbesaran. 

Selainquntuk memenuhi kebutuhanwindustri, alih fungsiqtanah 

                                                 
5
 Adi Sasono & Ali Sofyan Husein,  Ekonomi Politik Penguasaan Tanah,  Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm 254 

 
6
 Ibid, hlm 13 
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juga terjadi secara cepatquntuk memenuhi kebutuhanqperumahan 

yang jumlahnyaqjauh lebih besar. 

 

Alih fungsiqtanah pertanianwmerupakan fenomenaxyang tidakqdapat 

dihindarkan dariqpembangunan. Upayaqyang mungkin dilakukan adalah dengan 

memperlambat danzmengendalikan kegiatanqalih fungsi tersebut.xOleh karena itu 

dalam rangkazpengalihfungsianqtanah pertanianxmenjadi tanah nonqpertanian 

haruszdiajukan suatu permohonan melalui mekanismeSperijinan.zMekanisme 

tersebut terbagi dalamzdua jalur yaitu melaluizijin lokasiSdanzijin perubahan 

penggunaanxtanah pertanian ke non pertanian.ZPerbedaan diantarazkedua 

mekanisme tersebut terletak pada luas tanah yang hendak dilakukan alih fungsi 

memiliki luas kurang dari 10.000 m
2
. 

Selain mekanisme perijinan sebagaimana tersebut diatas untuk tanah sawah 

masih diperlukan sebuah ijin lagi, yaitu ijinApengeringan. Selanjutnya Rahayu 

Feby Antasari  dalam tesisnya menyatakan : 

                         “Permohonan ijin pengeringan diajukan kepada Kepala Kantor 

Pertanahan setelah diadakan pemeriksaan mengenai kelengkapan 

segala persyaratan yang diperlukan dalam rangka permohonan ijin 

pengeringan maka diberikan ijin pengeringan yang merupakan 

hasil kerja panitia pertimbangan penggunaan tanah pertanian ke 

non pertanian”.7 

 

Menurut Utomo
8
  mendefinisikan alih fungsiStanahxatau lazimnyazdisebut 

sebagai konversiqtanah adalah perubahanzfungsiwsebagiancatauxkeseluruhan 

kawasan tanah dari fungsiusemula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi 

yangSlainqyang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan 

potensi tanah itu sendiri. Alih fungsi tanahxdalamqperubahan atau penyesusaian 

peruntukkan penggunaan,zdisebabkan oleh faktor-faktorAyang secaraqgaris besar 

meliputi keperluan untukxmemenuhizkebutuhan pendudukZyang makin 

                                                 
 
7
 Rahayu Feby Antasari,Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah  untuk  Pembangunan,      Undip,    

2008,  Hlm 23.  
8
 Kolokium KPM IPB. “Dampak Konversi Pertanian  Bagi Taraf Hidup Petani”.        

Diakses dari https://kolokiumkpmipb.wordpress.com/tag/konversi-lahan/ pada 22 April 

2009 pukul 19:13 WIB  
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bertambah jumlahnya danxmeningkatnya tuntutan akan mutuxkehidupan yang 

lebihxbaik. 

Alih fungsi tanahzjuga bisa disebutxdengan konversixtanah.pAlih fungsi 

tanah atau konversixtanah merupakan kegiatan kegiatan yang berkaitanztentang 

kegiatan didalam sektorxpertanian. Alih fungsi tanahxadalah dirubahnyazfungsi 

tanah yang telah direncanakanxbaik itu sebagian maupun seluruhqkawasan lahan 

darixfungsi semulasmenjadiqfungsi yangxlain danqbiasanya dialihcfungsikan ke 

sektor pembangunan.zAlih fungsi tanah juga dapat diartikanssebagai berubahnya 

guna lahan awal yang telah dialih fungsikan ke guna lahan lain yang telah 

direncanakan oleh pihak-pihak tertentu yang bersangkutanzdengan pengalih 

fungsianzlahanxtersebut. 

Menurut Yuniarti dalam jurnalnya alihvfungsi tanah/lahanzmerupakan 

kegiatanzperubahan penggunaanvtanah darizsuatu kegiatan  yangzmenjadi 

kegiatan lainnya. Alihvfungsi tanahzmuncul sebagai akibatzdari pembangunan 

dan peningkatanzjumlah penduduk.ZPertambahanvpendudukAdanzpeningkatan 

kebutuhan tanahcuntuk kegiatanzpembangunan telah merubahzstruktur industri 

yang cukupzpesat yang berakibatvterkonvensinya tanah pertanianzsecara besar-

besaran.ZAlih fungsiztanah merupakan suatu prosesvperubahan penggunaan tanah 

dari bentukzpenggunaan tertentu menjadi penggunaan lain  misalnya ke non 

pertanian.ADan Biasanya dalam pengalihan fungsinya mengarah ke hal yang 

bersifat negatif bagi ekosistem lingkungan alam sawah itu sendiri.9 

Alihzfungsi tanah  juga disebut denganvkonversi tanah.pAlih fungsiztanah 

atau konversiztanah merupakan kegiatanvyang berkaitan tentangzkegiatan 

didalam sektorzpertanian. Alih fungsiztanah adalah dirubahnyavfungsi tanah yang 

telah direncanakanxbaik itu sebagian maupunzseluruh kawasan  tanah dari fungsi 

semula menjadizdialih fungsikan ke sektorvpembangunan.qAlih fungsiztanah juga 

dapat diartikanzsebagai berubahnya gunavtanah awalAyang telahzdiSalih 

                                                 
9 Yuniarti Amelhia Lapatandu”Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten 

Minahasa  Utara”, Agrisosio Ekonomi Unsrat. Volume 13 Nomor 2A, Juli 2017, hlm.3  
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fungsikan kevguna tanah lain yangzdi rencanakan poleh pihak- pihakztertentu 

yang bersangkutanzdengan pengalihfungsian tanahvtersebut.10 

 Di dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2009zTentang PerlindunganvTanah 

PertanianzBerkelanjutan dijelaskan bahwa yangzdimaksud dengan alihvfungsi 

tanah pertanian itu adalah perubahan fungsi tanah pertanian pangan berkelanjutan 

menjadizbukan tanahzpertanian berkelanjutanzbaik secara tetapvmaupun 

sementara.wSelainzuntuk memenuhi kegiatanvindustri alih fungsiztanah pertanian 

juga terjadizsecara cepat untuk memenuhivkebutuhan perumahan yangzjumlahnya 

lebih besar. Faktor-faktor pentingzyang menimbulkan terjadinyazalih fungsi tanah 

pertanian yaitu11:   

1) Faktor internal 

2) Faktor eksternal 

3) Faktor kebijakan 

 

 

2.4.   Kepentingan umum  

Secara sederhana Adapat diartikanxbahwa kepentingan umumxdapat saja 

dikatakan untuk keperluan,qkebutuhan atau kepentinganxorangcbanyakzatau 

tujuan yang luas. Namun demikianqrumusan  tersebut terlalu umumvdan tidak ada 

batasannya. Kepentinganxumum adalah termasukqkepentinganxbangsa dan 

Negara serta kepentinganqbersama dari rakyat,qdengan memperhatikan segi-segi 

sosial,zpolitik,opsikologisxataszdasarzasas-asasxpembangunan nasionalxdengan 

mengindahkancKetahanan Nasionalqserta WawasanxNusantara.  

Menurut S.W. Soemardjono12 konsep kepentingan umum selain memenuhi 

“peruntukannya“xjuga dapat dirasakan ”kemanfaatannya”x(social profitable atau 

for publicxuse,atau actual use by the public). Dan agar unsurbkemanfaatan ini 

dapatxdipenuhi, artinya dapatxdirasakan oleh masyarakatxsecara keseluruhanxdan 

                                                 
10

 Tri Handayani. ”Alih Fungsi Tanah Menjadi Perumahan”. Diponegoro Law               

Review. Volume 3 nomor 2,  Januari 2014. hlm 3 
11

  Adi Sasono dan Ali Sofyan Husein,1995, Ekonomi Politik Pengusaan Tanah, 

Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm13  
                

12
   Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan  Implementasi. 

Jakarta: Buku Kompas, hlm 72  
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atau/secara langsung,xuntuk penentuanxsuatu kegiatanwseyogyanyaxmelalui 

penelitian terpadu.   

Menurut Julius Stone kepentingan umumx adalah suatu 

keseimbanganxantara kepentingan,xindividu, masyarakat,xpenguasa, serta 

negara
13

  

Pengadaan  tanahxbagi pembangunan  yangxpaling rumitsyaituxapabila 

tidak dicapaixkesepakatan  antaraxpemilik  tanah  denganxpihakAyang 

membangun,xsedangkan pembangunan harusxdilaksanakan.q 

Salah satuxsolusi yang dapatxditerima masyarakat,xapabila semua cara 

tidakX dapatx dilaksanakanx   danX  pembangunanx tidakXdapatX dipindahkanxl 

lokasinya dapat dilakukanxpencabutan hak atasxtanah  sebagai jalanxakhir, yang 

harusxdiatur dalamxUndang-Undang. 

Pasal 18 mengaturxtentang pencabutanxhakqyangxharusxadaxunsur 

kepentinganxumum,qbaru  hak atasxtanah dapat dicabut,xharus dengan  suatu 

gantixrugi,zharus layak,xmelaluixcara-cara yang sudahxdiatur lebih dahulu 

denganxsuatu Undang-Undangxdari pemerintah gunaxmengusai sebidangxtanah 

dari masyarakatxdan dipergunakan untukxkepentingan bersama. 

Menurut Kepres No 55 Tahun 1993xpasal 1 ayat (1) dan ayat (3)  pengadaan 

tanahxadalah  setiapxkegiatan untuk mendapatkanxtanah dengan memberikan 

gantixkerugian  kepadaxyang berhak atas tanahxsedangkan kepentinganxumum 

adalah kepentinganxseluruh masyarakat. 

 

                                                 
13

  Zaman Nurus, Pengadaan  Tanah Untuk Kepentingan Umum, Refika Aditama, Madura, 

Hlm 14 
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BAB  4 

 

                                                      KESIMPULAN 

 

 

4.1 Kesimpulan  
 

  Berdasarkan pembahasan  yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan : 

   

  1.  Akibat hukum alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian yang tidak 

memenuhi syarat-syarat ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember 

yaitu nantinya akan berdampak pada iklim di Kabupaten Jember menjadi 

tidak bagus, tanah pertanian semakin lama akan berkurang pihak yang 

melanggar akan dikenai sanksi pada Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 

dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 84 tentang pengenaan 

sanksi admintratif dan Pencabutan lokasi  

                 Upaya dalam pengendalian tanah agar tidak semakin banyak pertanian yang 

di alih fungsikan menjadi tanah non pertanian yang dilakukan Pemerintah 

Kabupaten Jember yaitu dengan kententuan Undang-undang Nomor 41 

tahun 2009 tentang Perlindungan pangan berkelanjutan dan Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah 

Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 yaitu tentang penetapan peraturan 

zonasi ,pengaturan perizinan,kententuan insentif dan disinsentif, dan 

pengenaan sanksi. 

     2. Kabupaten Jember telah mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu 

dengan peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015  Tentang 

Rencana Tata Ruang dan Wilayah guna untuk mengatur tata ruang  dan 

mewujudkan ruang wilayah kabupaten  yang selaras dengan lingkungan 

hidup yang berkelanjutan  serta berbasis mitigasi kebencanaan. Kabupaten 

Jember. Kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengendalian alih fungsi 

tanah sudah banyak dibuat, namun demikian implementasi pelaksanaan 

peraturan maupun kebijakan ini dirasakan kurang efektif karena tidak 

didukung oleh data dan sikap proaktif. 
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4.2 Saran  

  Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas dapat diberikan 

saran sebagai berikut : 

Pengaturan dan perlindungan tentang tanah pertanian telah diatur dalam peraturan 

perundang–undangan dan peraturan daerah, maka pemerintah harus dapat  

melaksanakan peraturan-peraturan tersebut  untuk kebutuhan perumahan dan 

pemukiman. Dan masyarakat petani harus selektif dalam menjual  dan menjaga 

tanah pertaniannya untuk tidak dijual untuk kepentingan pengembang. 

  Pemerintah dalam peralih fungsi tanah pertanian seharusnya lebih terbuka 

untuk informasi dimana saja  letak tanah pertanian yang boleh di alih fungsikan 

menjadi tanah non pertanian atau perumahan agar masyarakat Jember dapat 

mengetahui secara pasti dan dapat menjaga tanah pertaniannya apabila ada 

developer atau pengembang ingin membeli tanah untuk kebutuhan non pertanian 

dan para petani juga tidak serta- merta mengalihfungsikan tanah yang dimiliki. 
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